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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian 

zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Muaro Jambi serta menilai kesesuaiannya 

dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh az-

Zakah. Fokus penelitian diarahkan pada upaya 

memastikan pendistribusian zakat berlangsung tepat 

sasaran, adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip 

syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan kombinasi yuridis-normatif dan empiris. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara 

deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan 

prinsip kehati-hatian melalui pendataan dan verifikasi 

mustahik, pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, 

serta evaluasi terhadap pelaksanaan program zakat 

produktif. Namun, efektivitas penerapan prinsip tersebut 

masih menghadapi sejumlah kendala, terutama 

keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya 

pengawasan secara berkelanjutan, serta kondisi eksternal 

mustahik yang memengaruhi keberhasilan 

pendistribusian zakat. Ditinjau dari pemikiran Yusuf al-

Qaradhawi, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan 

dengan prinsip kemaslahatan, keadilan distribusi, 

ketepatan sasaran penerima zakat, serta pencapaian 

tujuan syariat. Temuan penelitian menegaskan bahwa 

penguatan kapasitas amil, sistem verifikasi, mekanisme 

pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar 

pendistribusian zakat dapat dilaksanakan secara lebih 

efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada 

kemaslahatan mustahik. 

Keywords: prinsip kehati-

hatian; pendistribusian zakat; 

BAZNAS; Yusuf al-
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial-

ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya 

(Al-Qaradawi, 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). Dalam konteks 

pengelolaan zakat di Indonesia, orientasi tersebut tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan 
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konsumtif mustahik, tetapi berkembang menuju pendayagunaan zakat produktif yang diarahkan 

pada peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011; BAZNAS, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). 

Orientasi produktif ini menuntut tata kelola yang lebih cermat karena pemberian modal atau 

bantuan usaha tidak secara otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik (Beik, 2010; 

Canggih et al., 2017). Persoalan dapat muncul sejak tahap identifikasi calon penerima, penilaian 

kelayakan, pemanfaatan bantuan, pendampingan usaha, hingga pengawasan setelah penyaluran 

(BAZNAS, 2018; Safinal & Riyaldi, 2021). Kondisi tersebut juga terlihat pada pengelolaan zakat 

produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Wahyudi (2023) menemukan bahwa 

pendayagunaan zakat telah dilakukan melalui bantuan dana bergulir (qard al-hasan) dan modal 

usaha, tetapi masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan bantuan yang 

belum optimal, serta tidak seluruh mustahik melaporkan perkembangan usahanya (Wahyudi, 

2023). Pada saat yang sama, berkembangnya program Muaro Jambi Makmur dan berbagai skema 

pemberdayaan ekonomi semakin memperbesar kebutuhan terhadap proses seleksi, pendampingan, 

monitoring, dan evaluasi yang mampu memastikan dana zakat benar-benar menghasilkan manfaat 

yang tepat sasaran dan berkelanjutan (BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023; Wahyudi, 2023). 

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan tata kelola dan pendistribusian zakat dari 

berbagai perspektif (Safinal & Riyaldi, 2021; Wildan et al., 2023). Safinal dan Riyaldi (2021) 

mengkaji implementasi Zakat Core Principles dalam pendistribusian zakat dengan menekankan 

penetapan mustahik, wilayah distribusi, dan kinerja penyaluran (Safinal & Riyaldi, 2021). 

Diningrum et al. (2022) menganalisis distribusi zakat fitrah berdasarkan keadilan distributif Yusuf 

al-Qaradawi dan menunjukkan bahwa pembagian dengan jumlah yang sama belum tentu 

memenuhi prinsip keadilan karena kebutuhan setiap mustahik berbeda (Diningrum et al., 2022). 

Dalam konteks Muaro Jambi, Wildan et al. (2023) memusatkan perhatian pada transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan zakat, sedangkan Wahyudi (2023) serta Prabowo dan Zen (2024) 

membahas praktik pemberdayaan, optimalisasi pengelolaan, dan pelaksanaan program BAZNAS 

Kabupaten Muaro Jambi (Wildan et al., 2023; Wahyudi, 2023; Prabowo & Zen, 2024). Kajian-

kajian tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian zakat, tetapi belum secara khusus 

menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai kerangka analitis utama dalam menilai seluruh 

rangkaian pendayagunaan zakat produktif, mulai dari identifikasi dan verifikasi mustahik, 

penetapan kelayakan penerima, penyaluran bantuan, pendampingan, hingga monitoring dan 

evaluasi pascapenyaluran (Safinal & Riyaldi, 2021; Wildan et al., 2023; Wahyudi, 2023). Selain 

itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan keseluruhan proses tersebut secara sistematis 

dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah (Al-Qaradawi, 2000). Ruang inilah 

yang menjadi research gap penelitian ini. 

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip kehati-hatian 

bukan sekadar sebagai mekanisme administratif untuk mencegah kesalahan penyaluran, tetapi 

sebagai bagian dari tanggung jawab syariah amil dalam menjaga hak mustahik dan memastikan 

tercapainya tujuan zakat (Al-Qaradawi, 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2011). Pemikiran Yusuf al-Qaradawi digunakan sebagai landasan utama karena 

menempatkan pendistribusian zakat pada pertimbangan mengenai ketepatan penerima, tingkat 

kebutuhan, skala prioritas, kecukupan bantuan, kemaslahatan, serta kemampuan zakat 

membebaskan fakir dan miskin dari ketergantungan ekonomi (Al-Qaradawi, 2000). Dalam 

kerangka tersebut, kehati-hatian dapat dianalisis melalui dimensi keadilan, ketepatan sasaran, 
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efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang kemudian dikontekstualisasikan pada praktik 

kelembagaan BAZNAS (Al-Qaradawi, 2000; BAZNAS, 2018; Safinal & Riyaldi, 2021). Atas 

dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan menilai kesesuaiannya 

dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah. Penelitian ini juga mengidentifikasi 

kendala yang muncul dalam proses verifikasi, penetapan penerima, pendampingan, serta 

pengawasan mustahik zakat produktif (Wahyudi, 2023; BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023). 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian mengenai pendayagunaan 

zakat dengan mempertemukan diskursus fikih zakat Yusuf al-Qaradawi dengan prinsip kehati-

hatian dalam tata kelola lembaga zakat modern (Al-Qaradawi, 2000; BAZNAS, 2018). Pendekatan 

tersebut memungkinkan kajian zakat bergerak melampaui persoalan kepatuhan administratif dan 

jumlah dana yang tersalurkan menuju penilaian terhadap kualitas proses pengambilan keputusan, 

perlindungan hak mustahik, ketepatan bentuk bantuan, serta keberlanjutan manfaat zakat (Beik, 

2010; Canggih et al., 2017). Penelitian ini sekaligus memberikan perspektif bahwa prinsip kehati-

hatian dalam zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko 

kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana untuk merealisasikan keadilan distributif dan 

kemaslahatan sebagaimana dikehendaki syariat (Al-Qaradawi, 2000; Diningrum et al., 2022). 

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten 

Muaro Jambi dalam memperkuat mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik, penilaian 

kelayakan penerima, penentuan bentuk bantuan, pendampingan usaha, monitoring, serta evaluasi 

pascapenyaluran (BAZNAS, 2018; BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2023). Dengan demikian, 

pendayagunaan zakat produktif diharapkan tidak hanya berhasil dari sisi penyaluran dana, tetapi 

juga mampu menghasilkan pemberdayaan ekonomi mustahik yang tepat sasaran, terukur, dan 

berkelanjutan (Beik, 2010; Canggih et al., 2017). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan penelitian kepustakaan 

(library research) dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif digunakan karena 

penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam proses penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam pendistribusian zakat berdasarkan kondisi alamiah yang berlangsung di lembaga BAZNAS. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik, 

pertimbangan, dan mekanisme yang digunakan dalam menentukan penerima serta menyalurkan 

dana zakat. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu 

persoalan sosial dalam konteks alamiahnya. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan 

melalui penelaahan terhadap buku, artikel ilmiah, peraturan, dan sumber tertulis lainnya, terutama 

karya Yusuf al-Qaradawi mengenai zakat, untuk membangun kerangka konseptual dan menjadi 

dasar dalam menganalisis temuan empiris. Penelitian lapangan selanjutnya digunakan untuk 

memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses 

pendistribusian zakat. Penggunaan sumber kepustakaan secara sistematis memungkinkan peneliti 

mengidentifikasi konsep, argumentasi, serta gagasan yang relevan dengan permasalahan penelitian 

(George, 2008). 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi peneliti dengan informan 

serta pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan pengelola dan staf BAZNAS yang terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, 

penetapan, dan pendistribusian zakat, serta melalui hasil observasi terhadap kegiatan 
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pendistribusian zakat di lapangan. Pemilihan informan diarahkan kepada pihak-pihak yang 

memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti sehingga 

informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Merriam & Tisdell, 2016). Adapun data 

sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen kelembagaan, laporan 

pelaksanaan program, standar operasional prosedur pendistribusian zakat, regulasi mengenai 

pengelolaan zakat, buku, jurnal ilmiah, serta karya Yusuf al-Qaradawi yang berhubungan dengan 

pendistribusian zakat dan prinsip kehati-hatian. Data sekunder tersebut berfungsi untuk 

melengkapi, mengonfirmasi, dan memberikan konteks terhadap data yang diperoleh dari lapangan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan mekanisme 

pendistribusian zakat, terutama tahapan yang berkaitan dengan pendataan calon mustahik, 

verifikasi kelayakan, penetapan penerima, dan pelaksanaan penyaluran zakat. Wawancara semi-

terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dari informan mengenai 

prosedur, pertimbangan, serta bentuk kehati-hatian yang diterapkan dalam proses pendistribusian 

zakat. Bentuk wawancara ini dipilih karena memberikan kerangka pertanyaan yang terarah 

sekaligus memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan 

informasi yang muncul selama proses wawancara (Kallio et al., 2016). Dokumentasi dilakukan 

dengan menelaah arsip, laporan kegiatan, SOP, data pendistribusian, foto kegiatan, serta dokumen 

lain yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dokumen penting dalam penelitian kualitatif 

karena dapat memberikan data kontekstual sekaligus digunakan untuk melakukan konfirmasi 

terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Bowen, 2009). 

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña 

(2014) yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu data condensation, data display, dan 

conclusion drawing/verification. Kondensasi data dilakukan melalui proses menyeleksi, 

memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data hasil 

wawancara, observasi, serta dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah 

dikondensasi kemudian disajikan (data display) secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan 

pengelompokan tematik agar hubungan antardata dan pola penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pendistribusian zakat dapat diidentifikasi secara jelas. Tahap terakhir adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan, yaitu menafsirkan pola, hubungan, serta makna yang muncul dari temuan 

lapangan. Hasil empiris tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pemikiran Yusuf al-

Qaradawi sebagai perspektif normatif-konseptual untuk menilai kesesuaian praktik pendistribusian 

zakat dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan pendistribusian zakat dalam Islam. Kesimpulan 

dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dan diverifikasi kembali terhadap data 

yang tersedia agar interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat (Miles et al., 

2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian zakat di 

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah diterapkan melalui serangkaian prosedur yang 

berlangsung sebelum dan sesudah bantuan disalurkan. Pada tahap awal, kehati-hatian diwujudkan 

melalui verifikasi calon mustahik, pemeriksaan kelengkapan data, survei lapangan, dan validasi 

kondisi faktual penerima. Pada tahap berikutnya, kehati-hatian berkaitan dengan penentuan bentuk 

bantuan, pemerataan distribusi, pelaksanaan program pemberdayaan, serta pertanggungjawaban 

atas dana yang telah disalurkan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini 

mengidentifikasi lima dimensi utama yang merepresentasikan prinsip kehati-hatian, yaitu 

ketepatan sasaran, keadilan distribusi, efektivitas program, transparansi, dan akuntabilitas. 
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Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan zakat tidak 

hanya berkaitan dengan pencegahan kesalahan administratif. Prinsip ini mencakup kemampuan 

lembaga memastikan bahwa zakat diterima oleh pihak yang secara syar'i berhak, dialokasikan 

berdasarkan kebutuhan dan prioritas, menghasilkan manfaat bagi mustahik, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemaknaan demikian relevan dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan syariat Islam, 

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas sebagai asas 

pengelolaan zakat. Secara khusus, Pasal 25 mengharuskan zakat didistribusikan kepada mustahik 

sesuai syariat Islam, sedangkan Pasal 26 menegaskan bahwa distribusi dilakukan berdasarkan skala 

prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Republik Indonesia, 

2011). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa akurasi penerima dan keadilan alokasi 

merupakan bagian substantif dari tata kelola zakat, bukan sekadar persoalan teknis administratif. 

 

Tabel 1. Sintesis Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Distribusi Zakat di BAZNAS 

Kabupaten Muaro Jambi 

Dimensi Temuan empiris 
Penilaian 

implementasi 

Keterkaitan dengan 

perspektif Yusuf al-

Qaradawi 

Agenda 

penguatan 

Ketepatan 

sasaran 

Verifikasi data, survei 

lapangan, dan validasi 

calon mustahik telah 

dilakukan sebelum 

penyaluran 

Telah diterapkan, 

tetapi pembaruan 

data belum 

sepenuhnya real-

time 

Zakat harus diberikan 

kepada pihak yang benar-

benar memenuhi kriteria 

mustahik dan berdasarkan 

kondisi kebutuhannya 

Integrasi basis data 

mustahik dan 

pembaruan data 

secara 

periodik/digital 

Keadilan 

distribusi 

Terdapat upaya 

pemerataan bantuan, 

tetapi masih ditemukan 

disparitas antarwilayah 

Relatif baik, 

tetapi belum 

sepenuhnya 

merata secara 

geografis 

Distribusi 

mempertimbangkan 

kebutuhan, prioritas, dan 

kemaslahatan, bukan 

hanya kesamaan nominal 

bantuan 

Pemetaan 

kebutuhan berbasis 

wilayah dan 

tingkat kerentanan 

Efektivitas 

program 

Zakat produktif mulai 

memberikan manfaat 

ekonomi kepada 

mustahik 

Menunjukkan 

hasil positif, 

tetapi 

membutuhkan 

pemantauan 

berkelanjutan 

Zakat diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan 

memperbaiki kondisi 

ekonomi penerima 

Pendampingan 

usaha, evaluasi 

outcome, dan 

pengukuran 

perubahan 

kesejahteraan 

Transparansi 
Pelaporan kelembagaan 

telah dilakukan 

Telah berjalan, 

tetapi sebagian 

proses masih 

manual 

Amil memegang amanah 

sehingga pengelolaan 

harta zakat harus dapat 

diketahui dan dipercaya 

Digitalisasi 

informasi 

penyaluran dan 

standardisasi 

dokumentasi 

Akuntabilitas 

Terdapat dokumentasi 

dan pertanggungjawaban 

atas pendistribusian zakat 

Cukup kuat 

secara prosedural, 

tetapi integrasi 

digital masih 

terbatas 

Amil bertanggung jawab 

memastikan zakat 

dikelola sesuai ketentuan 

syariah dan kepentingan 

mustahik 

Sistem pelaporan 

terintegrasi, audit 

trail, dan evaluasi 

kinerja program 

 

Ketepatan Sasaran sebagai Fondasi Kehati-hatian Distribusi 

Ketepatan sasaran merupakan dimensi paling mendasar karena kesalahan dalam 

mengidentifikasi mustahik dapat menyebabkan zakat diterima oleh pihak yang tidak berhak 

(inclusion error) atau justru tidak menjangkau pihak yang seharusnya menerima (exclusion error). 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi berupaya 

meminimalkan risiko tersebut melalui verifikasi administratif yang dilanjutkan dengan survei 
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lapangan. Prosedur ini menjadi penting karena data formal tidak selalu menggambarkan secara 

utuh kondisi sosial-ekonomi calon mustahik. Survei lapangan memungkinkan amil mengonfirmasi 

kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan keadaan aktual rumah tangga calon penerima. 

Meskipun demikian, kelemahan masih terdapat pada pembaruan data mustahik yang belum 

sepenuhnya berlangsung secara real-time. Persoalan ini menjadi signifikan karena status sosial-

ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Mustahik yang sebelumnya memenuhi kriteria dapat 

mengalami perubahan kondisi ekonomi, demikian pula rumah tangga yang sebelumnya belum 

termasuk prioritas dapat berubah menjadi kelompok yang membutuhkan bantuan. Dengan 

demikian, keberadaan prosedur verifikasi belum dengan sendirinya menjamin ketepatan distribusi 

apabila basis data yang digunakan tidak diperbarui secara sistematis. 

Temuan tersebut sejalan dengan persoalan tata kelola zakat yang ditemukan Widiastuti et 

al. (2021), yaitu keterbatasan informasi mengenai kebutuhan dan perkembangan mustahik 

merupakan salah satu persoalan penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Studi tersebut juga 

menempatkan peningkatan kapasitas teknologi amil sebagai strategi prioritas dalam memperbaiki 

tata kelola zakat. Bahkan BAZNAS telah mengembangkan Basis Data Terpadu Mustahik 

BAZNAS (BDTMB) dan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) untuk mengurangi kemungkinan 

duplikasi maupun terlewatnya penerima yang seharusnya memperoleh bantuan (BAZNAS, 2021). 

Artinya, tantangan yang ditemukan di Muaro Jambi bukan semata-mata persoalan administratif 

lokal, tetapi berkaitan dengan kebutuhan yang lebih luas untuk menggeser tata kelola zakat dari 

verifikasi berbasis dokumen menuju verifikasi berbasis data yang terintegrasi dan dapat diperbarui 

secara berkelanjutan. 

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, persoalan tersebut memiliki dimensi normatif yang 

kuat. Al-Qaradawi (2000) menempatkan distribusi zakat dalam kerangka penentuan kelompok 

penerima (aṣnāf) dan kebutuhan aktual mereka. Oleh sebab itu, identifikasi mustahik bukan proses 

administratif yang netral, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga agar hak zakat sampai kepada 

kelompok yang telah ditetapkan syariat. Dari perspektif ini, verifikasi dan survei lapangan yang 

dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi 

kontemporer dari kewajiban memastikan kelayakan penerima zakat. 

 

Keadilan Distribusi dan Persoalan Disparitas Kewilayahan 

Dimensi kedua adalah keadilan distribusi. Temuan penelitian memperlihatkan adanya 

upaya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi untuk mendistribusikan bantuan secara proporsional 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemerataan tersebut belum sepenuhnya 

menghilangkan disparitas antarwilayah. Kondisi geografis, akses informasi, jumlah permohonan, 

kemampuan petugas menjangkau wilayah tertentu, dan ketersediaan data dapat menyebabkan 

konsentrasi distribusi pada wilayah yang lebih mudah diakses. 

Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati karena keadilan dalam distribusi zakat tidak identik 

dengan pembagian dana dalam jumlah yang sama kepada setiap wilayah ataupun setiap mustahik. 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara eksplisit menghubungkan distribusi 

dengan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Republik Indonesia, 2011). 

Dengan demikian, distribusi yang adil justru membutuhkan diferensiasi berdasarkan tingkat 

kebutuhan. Wilayah dengan konsentrasi kemiskinan yang lebih tinggi atau mustahik dengan 

tingkat kerentanan yang lebih berat dapat memperoleh alokasi yang berbeda sepanjang didasarkan 

pada indikator kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Perspektif tersebut juga relevan dengan pemikiran al-Qaradawi (2000), yang menempatkan 

kebutuhan dan kemaslahatan penerima sebagai pertimbangan penting dalam pendistribusian zakat. 

Implikasinya, prinsip kehati-hatian perlu bergerak dari konsep “pemerataan bantuan” menuju 
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keadilan distributif berbasis kebutuhan. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 

pendekatan ini dapat diwujudkan dengan pemetaan mustahik berdasarkan kecamatan atau desa, 

tingkat kemiskinan, karakteristik rumah tangga, jenis kebutuhan, dan akses terhadap program 

perlindungan sosial lainnya. 

Hasil tersebut juga memiliki hubungan dengan temuan Wahyuni-TD et al. (2021) yang 

menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat dan 

menempatkan aspek fairness sebagai komponen penting yang harus diperhatikan untuk 

menghindari salah kelola distribusi. Dengan demikian, disparitas kewilayahan dalam penelitian ini 

tidak harus dipahami sebagai bukti kegagalan distribusi, tetapi menjadi indikasi bahwa sistem 

penentuan prioritas perlu semakin berbasis pada data sehingga perbedaan alokasi dapat dijelaskan 

berdasarkan kebutuhan objektif, bukan sekadar aksesibilitas wilayah. 

 

Efektivitas Zakat Produktif dan Transformasi Mustahik 

Dimensi ketiga berkaitan dengan efektivitas program. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa program zakat produktif mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi 

sebagian mustahik. Bantuan produktif memberikan peluang kepada penerima untuk 

mempertahankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga fungsi zakat tidak berhenti 

pada pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek. 

Temuan tersebut konsisten dengan Herianingrum et al. (2024), yang menunjukkan bahwa 

program pemberdayaan zakat di Indonesia umumnya disusun berdasarkan prioritas dan potensi 

mustahik serta diarahkan pada dampak ekonomi jangka panjang. Penelitian tersebut menempatkan 

pemberdayaan sebagai salah satu jalur penting bagi zakat untuk berkontribusi terhadap 

pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, indikasi peningkatan aktivitas ekonomi mustahik di 

Muaro Jambi memperlihatkan potensi zakat sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi, bukan 

hanya instrumen redistribusi pendapatan sesaat. 

Namun, efektivitas tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan jumlah bantuan yang 

disalurkan ataupun keberlanjutan usaha dalam periode awal. Hosen et al. (2024) menemukan 

bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik sangat berkaitan dengan proses pemberdayaan, 

termasuk pendampingan pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Temuan tersebut 

penting bagi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi karena keberhasilan zakat produktif memerlukan 

mekanisme pascadistribusi berupa pendampingan, pemantauan perkembangan usaha, evaluasi 

pendapatan, dan pengukuran perubahan kondisi kesejahteraan penerima. 

Oleh sebab itu, temuan mengenai dampak positif zakat produktif dalam penelitian ini lebih 

tepat dibaca sebagai indikasi keberhasilan awal daripada sebagai bukti bahwa seluruh program 

telah menghasilkan kemandirian ekonomi. Untuk memperkuat efektivitasnya, evaluasi program 

perlu bergerak dari ukuran output—misalnya jumlah mustahik yang memperoleh modal—menuju 

ukuran outcome, seperti perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar, penurunan ketergantungan terhadap bantuan, dan kemungkinan transformasi 

status ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan orientasi 

al-Qaradawi terhadap pemanfaatan zakat yang memberikan kecukupan dan kemaslahatan kepada 

penerima (Al-Qaradawi, 2000). 

 

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Mekanisme Perlindungan Amanah 

Dua dimensi berikutnya, transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa kehati-hatian 

tidak hanya diperlukan pada hubungan antara lembaga dan mustahik, tetapi juga pada hubungan 

antara lembaga, muzaki, regulator, dan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa BAZNAS 

Kabupaten Muaro Jambi telah menjalankan pelaporan kelembagaan dan dokumentasi penyaluran 
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sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat. Praktik tersebut menunjukkan 

bahwa dana yang dihimpun tidak hanya disalurkan, tetapi juga ditempatkan dalam mekanisme 

pertanggungjawaban organisasi. 

Temuan ini sejalan dengan Wahyuni-TD et al. (2021), yang secara empiris menemukan 

hubungan positif antara good governance dan kinerja lembaga zakat di Indonesia. Zakiy et al. 

(2023) juga menunjukkan pentingnya mekanisme tata kelola syariah dalam meningkatkan kinerja 

organisasi zakat serta menegaskan arti transparansi bagi pengurangan asimetri informasi dan 

peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar publikasi 

nominal dana yang diterima dan disalurkan, tetapi menyangkut kemampuan lembaga menjelaskan 

proses penetapan penerima, penggunaan dana, capaian program, serta mekanisme pengawasannya. 

Persoalannya, hasil penelitian masih menemukan bahwa sebagian proses dokumentasi dan 

pelaporan berlangsung secara manual. Sistem manual tidak selalu menunjukkan rendahnya 

akuntabilitas, tetapi meningkatkan risiko keterlambatan pencatatan, inkonsistensi dokumen, 

kesulitan penelusuran transaksi, duplikasi informasi, serta keterbatasan dalam mengintegrasikan 

data penerima dan program. Dengan meningkatnya skala distribusi, risiko tersebut dapat menjadi 

semakin signifikan. 

Karena itu, digitalisasi memiliki relevansi langsung dengan penguatan prinsip kehati-

hatian. Widiastuti et al. (2021) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas teknologi amil 

merupakan salah satu prioritas dalam optimalisasi tata kelola zakat. Temuan mutakhir Febriansyah 

et al. (2026) pada BAZNAS Muara Enim juga menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMBA mampu 

mendukung transparansi melalui sistem pelaporan digital, memperkuat akuntabilitas melalui 

pencatatan data yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan responsivitas pelayanan. Meskipun 

demikian, digitalisasi tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital agar 

sistem teknologi benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi bukan 

sekadar mengganti dokumen manual dengan dokumen elektronik. Transformasi yang lebih 

substantif diperlukan melalui integrasi data calon mustahik, hasil survei, keputusan kelayakan, 

jenis program yang diterima, jumlah bantuan, perkembangan penerima, dan laporan 

pertanggungjawaban ke dalam suatu sistem informasi yang dapat ditelusuri. Dengan mekanisme 

tersebut, digitalisasi berfungsi sebagai infrastruktur kehati-hatian, karena setiap keputusan 

distribusi memiliki dasar data dan rekam jejak yang lebih mudah diverifikasi. 

 

Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi 

Apabila keseluruhan temuan tersebut dianalisis berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, 

terdapat kesesuaian substantif antara praktik BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan prinsip 

pengelolaan zakat yang dikembangkan dalam Fiqh al-Zakah. Al-Qaradawi (2000) menempatkan 

ketepatan penentuan penerima, perhatian terhadap kondisi mustahik, prioritas kebutuhan, dan 

kemanfaatan zakat sebagai bagian penting dalam distribusi. Dalam kerangka tersebut, amil tidak 

berfungsi semata-mata sebagai perantara administratif antara muzaki dan mustahik, tetapi 

menjalankan amanah untuk memastikan bahwa dana zakat mencapai tujuan syariahnya. 

Perlu diberikan batas konseptual bahwa al-Qaradawi tidak merumuskan “prinsip kehati-

hatian” sebagai terminologi tata kelola modern yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal dalam 

administrasi atau manajemen risiko kontemporer. Namun, substansi kehati-hatian dapat diturunkan 

dari prinsip-prinsip yang dikemukakannya mengenai ketelitian dalam menentukan mustahik, 

prioritas kebutuhan, keadilan distribusi, tanggung jawab amil, dan pencapaian kemaslahatan. 

Dengan demikian, penggunaan pemikiran al-Qaradawi dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan 
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sebagai fondasi normatif untuk mengonstruksi kehati-hatian dalam distribusi zakat, bukan dengan 

mengatribusikan sebuah konsep manajerial modern secara langsung kepadanya. 

Berdasarkan perspektif tersebut, mekanisme verifikasi dan survei lapangan di BAZNAS 

Kabupaten Muaro Jambi telah memenuhi aspek awal kehati-hatian karena bertujuan memastikan 

kelayakan penerima. Upaya pemerataan merepresentasikan dimensi keadilan, sedangkan zakat 

produktif menunjukkan orientasi terhadap kemanfaatan jangka panjang. Pelaporan kelembagaan 

juga mencerminkan tanggung jawab amil atas dana yang dipercayakan kepadanya. Kesenjangan 

utama terletak pada kapasitas sistem untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut secara 

konsisten pada kondisi jumlah penerima, cakupan wilayah, dan kompleksitas program yang 

semakin besar. 

Temuan penelitian ini dengan demikian memperlihatkan perbedaan antara kehati-hatian 

prosedural dan kehati-hatian institusional. Kehati-hatian prosedural telah terlihat melalui verifikasi, 

survei, validasi, dan pelaporan. Sebaliknya, kehati-hatian institusional menuntut adanya basis data 

terintegrasi, pembaruan informasi secara berkelanjutan, indikator prioritas yang terukur, audit trail, 

monitoring program, dan sistem evaluasi berbasis outcome. Pada titik inilah masih terdapat ruang 

penguatan bagi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. 

Secara analitis, hasil penelitian ini mengembangkan pemahaman bahwa prinsip kehati-

hatian dalam distribusi zakat dapat diposisikan dalam tiga tahapan. Pertama, kehati-hatian pra-

distribusi, yang mencakup identifikasi, verifikasi, survei, validasi, dan penetapan prioritas 

mustahik. Kedua, kehati-hatian pada tahap distribusi, yang meliputi kesesuaian asnaf, keadilan 

alokasi, kesesuaian bentuk bantuan, dan pemerataan berbasis kebutuhan. Ketiga, kehati-hatian 

pascadistribusi, yang mencakup monitoring, evaluasi manfaat, dokumentasi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Kerangka tiga tahap ini menunjukkan bahwa kehati-hatian bukan tindakan tunggal 

sebelum zakat diberikan, melainkan sebuah mekanisme tata kelola yang berlangsung sepanjang 

siklus pendistribusian. 

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian 

di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah memiliki fondasi yang relatif kuat, tetapi tingkat 

kematangannya berbeda pada masing-masing dimensi. Verifikasi mustahik dan survei lapangan 

menunjukkan praktik kehati-hatian yang paling nyata pada tahap pra-distribusi, sedangkan 

pembaruan data, pemerataan wilayah, pengukuran dampak zakat produktif, serta digitalisasi 

pelaporan masih memerlukan penguatan. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, penguatan tersebut 

tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi mendukung tujuan yang lebih substantif, 

yaitu memastikan zakat dikelola secara amanah, diberikan kepada pihak yang berhak, 

didistribusikan secara adil, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih berkelanjutan bagi 

mustahik. 

Implikasi terpenting dari temuan ini adalah perlunya pergeseran dari prudence based on 

individual verification menuju data-driven institutional prudence. Artinya, ketelitian amil di 

lapangan tetap penting, tetapi harus diperkuat oleh basis data mustahik yang dinamis, integrasi 

sistem informasi, pemetaan spasial penerima, indikator prioritas yang terstandardisasi, monitoring 

zakat produktif, serta pelaporan berbasis digital. Dengan pendekatan tersebut, prinsip kehati-hatian 

tidak bergantung semata pada pengalaman personal amil, tetapi terinstitusionalisasi dalam sistem 

tata kelola BAZNAS. Model ini berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat 

keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pendistribusian zakat. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam distribusi 

zakat pada BAZNAS telah berjalan secara relatif efektif melalui penerapan prosedur verifikasi, 

validasi penerima, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam proses penyaluran zakat. Praktik 

tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola zakat yang lebih profesional, 

terukur, dan berorientasi pada ketepatan sasaran. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya 

masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pembaruan data mustahik yang 

belum sepenuhnya berlangsung secara real-time serta pemanfaatan sistem digital yang belum 

optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas basis data dan integrasi teknologi 

informasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas distribusi zakat. 

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, prinsip kehati-hatian merupakan bagian 

fundamental dari amanah pengelolaan zakat karena pendistribusian tidak hanya menuntut 

kepatuhan terhadap ketentuan golongan penerima, tetapi juga memastikan terpenuhinya unsur 

keadilan, kemaslahatan, ketepatan sasaran, dan tanggung jawab kelembagaan. Temuan penelitian 

ini dengan demikian menegaskan bahwa profesionalisasi pengelolaan zakat perlu ditempatkan 

dalam kerangka integratif antara kepatuhan syariah dan tata kelola modern. Penguatan 

digitalisasi, pemutakhiran data mustahik secara berkelanjutan, serta peningkatan sistem 

pengawasan dan evaluasi menjadi langkah strategis agar distribusi zakat semakin responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip zakat 

sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi. 
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